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ABSTRAK 

PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU (STUDI PADA 

JALAN JENDERAL SUDIRMAN DAN HR SOEBRANTAS) 

DEWI NUR AZIZAH 

NIM. 11870521932 

Email: dewinurazizah16@gmail.com  

 

Retribusi parkir merupakan salah satu pendapatan daerah Kota Pekanbaru yang 

mana dalam penyelenggaraannya ditemukan permasalahan terkait menurunnya 

penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir dan 

hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam 

mengelola retribusi parkir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan 

retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru belum berjalan maksimal,  

hal ini ditandai dengan masih adanya petugas parkir yang memungut tarif parkir 

tidak sesuai dengan ketetapan tarif yang terdapat di dalam peraturan, kemudian 

masih ditemukannya beberapa petugas parkir yang tidak menggunakan atribut 

lengkap pada saat memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir. Adapun 

hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah 

kurangnya personil dalam melaksanakan pengawasan, kurangnya anggaran yang 

diberikan oleh pemerintah daerah, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam 

memahami dan menaati peraturan daerah mengenai perparkiran. 

 

Kata Kunci: Pengelolaan, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Penerapan sistem desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia 

menjadi dasar berdirinya daerah-daerah otonom. Desentralisasi sendiri adalah 

sistem politik yang berbentuk negara kesatuan dengan memberikan sebagian 

urusan pemerintahan kepada daerah yang diperuntukkan sebagai urusan rumah 

tangga daerah (Kusriyah, 2019:18). Dengan adanya pemberian sebagian urusan 

pemerintahan kepada daerah ini maka lahirlah otonomi daerah. Otonomi daerah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah, yang mana didalamnya juga membahas tentang pengertian otonomi 

daerah yang berarti hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat. 

Salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah 

adalah memunculkan sifat mandiri bagi daerah-daerah yang melaksanakannya. 

Dalam hal ini, langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan kemandirian 

daerah adalah melakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

sebagai sumber perekonomian bagi daerah (Alhusain, dkk., 2017:1–2). Upaya 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini merupakan suatu 

tantangan besar bagi daerah. Hal ini mengharuskan daerah untuk memiliki 

strategi-strategi khusus untuk mampu menggali, mendapatkan, dan 
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memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada untuk kepentingan kesejahteraan 

masyarakat di daerah (Halim, 2017:163). Salah satu kunci keberhasilan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah ini adalah tersedianya berbagai sumber penerimaan 

keuangan daerah agar pelaksaan prinsip desentralisasi dapat berjalan dengan 

lancar.  

Berbicara mengenai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tentunya 

tidak terlepas dari potensi-potensi yang dapat digali oleh daerah melalui sumber-

sumber pendapatan yang dimilikinya. Beberapa sumber pendapatan ini dapat 

berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun retribusi daerah merupakan 

pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengguna jasa yang 

disediakan oleh pemerintah dengan adanya kontra prestasi secara langsung 

dirasakan oleh pengguna jasa tersebut (Anggoro, 2017:240). Pada dasarnya, 

pemerintah tidak semata-mata menjual jasanya kepada masayarakat, akan tetapi 

penyediaan jasa ini diwujudkan melalui barang-barang publik yang dapat 

digunakan oleh masyarakat.  

Retribusi daerah terdiri dari beberapa jenis diantaranya retribusi jasa umum, 

retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Adapun yang menjadi pokok 

bahasan dalam penelitian ini adalah mengenai retribusi jasa umum lebih tepatnya 

yaitu mengenai retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pelayanan parkir di 

tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir yang terletak di tepi 

jalan umum yang mana hal ini ditentukan oleh pemerintah daerah (Solihin, 

2006:221). Adapun pengertian parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu 

kendaraan yang bersifat tidak sementara (Wulandari dan Iryanie, 2018:80). Dalam 
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hal ini, pemerintah daerah berhak memungut retribusi parkir dengan mematok 

tarif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru, fasilitas parkir dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu:  

1. Fasilitas parkir di badan jalan (on street parking) adalah fasilitas untuk parkir 

kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan (dilaksanakan di ruas 

jalan umum atau tepi jalan umum, halaman pertokoan warung dan berada 

bukan di ruas jalan, dan fasilitas parkir diberlakukan bersifat parkir insidentil). 

2. Fasilitas parkir di luar badan jalan (off street parking) adalah fasilitas untuk 

parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir atau 

gedung parkir yang selanjutnya disebut sebagai fasilitas parkir khusus untuk 

umum (seperti objek wisata, dan pelataran lingkungan atau gedung-gedung 

yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan). 

Adapun titik lokasi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 1.1  

Titik Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru (Jl. Jendral 

Sudirman dan Jl. HR. Soebrantas) 

No. Kecamatan Nama Jalan Titik Lokasi Parkir 

1. Pekanbaru 

Kota 

Jl. Jendral 

Sudirman 

a. Toko Jam Saiko s/d Duta Ponsel 

b. Duta Ponsel s/d Vanhollano 

c. Vanhollano s/d CIMB Niaga 

d. Bank Mandiri Syariah s/d Bank 

BRI  

e. Apotik Century s/d Kedai Kopi 

Sriwijaya 
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f. Kedai Kopi Sriwijaya s/d JPO 

Sisingamangaraja 

g. Bawah Jembatan s/d CIMB Niaga 

h. Indomaret Simpang Panger s/d 

Diana Blazer 

i. Dealer Honda s/d Tiki Sudirman 

j. Dunia Anak s/d Parfum MD 

k. Raje Sports s/d Apotik Bunga 

Negara 

l. Serena Sport s/d Bank BRI 

m. Darum Naim s/d Evan Mas Sports 

n. Sony Elektronik s/d Lansano 

o. Cinter s/d Simpang Jl. Hasyim 

Ashari 

p. Simpang Jl. Hasyim Ashari s/d 

Simpang Wolter Mongonsidi 

q. Kirana s/d Toko Cantik 

r. Pasadena s/d Wisma Permata 

s. Parkir Roda Dua dan Empat 

Simpang Agus Salim 

t. Parkir Roda Dua (JPO) 

u. Parkir Roda Dua dan Empat Depan 

Ramayana dan Roda Dua Sebelah 

Busway (TMP) 

2.  Senapelan Jl. Jendral 

Sudirman 

a. Bank Permata s/d JPO 

b. Batam Jaya Elektronik s/d Dealer Honda 

c. Depan Pasar Buah 

d. Bank Artha Graha s/d Kantor Pos 

e. Silungkang s/d Simpang Juanda 

3. Marpoyan 

Damai 

Jl. Sudirman (Sisi 

Barat) 

a. Teras Kayu Resto 

b. Adira 

c. RM Sederhana Syafira 

4. Bukit Raya Jl. Jendral 

Sudirman (Sisi 

Timur dari 

Simpang Jl. Imam 

Munandar s/d 

Arhanud) 

a. Coto Makassar 

b. Pizza Hut s/d Marugame Udon 

c. Nasi Goreng Fly Over 

d. RM Barehsolok 

e. Yamaha Music 

f. Parkir Depan MTQ 

g. Bubur Ayam Jakarta 

h. Rumah Soto Simpang Tiga 

i. RM Pak Joni 

j. Sate Madura 

k. Warung Soto  

5. Lima Puluh Jl. Jendral 

Sudirman 

a. Karambie Cafe 

b. KK Indonesia 

c. Cafe Brewok 
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d. Mega Rasa Sekitarnya 

e. Bank Muamalat 

6. Tampan a. Jl. HR. 

Soebrantas 

(Sisi Selatan) 

1) Planet Mart s/d BCA 

2) Studio Foto s/d Mauri Accessories 

3) Istana Motor s/d JNG Ponsel 

4) Ratu Irama Elektronik s/d TANG’S 

Ponsel 

5) KFC 

6) Divine Baby Shop s/d Best 

Computer 

7) Bakso Malika s/d Martabak Big 

Boss 

8) Toko Amora 

9) RM Beringin Edy 

10) Mie Ayam & Bakso Mas Dar 

11) RM Putra Buana 

12) Ivo 

13) Tokyo Style 

  b. Jl. HR. 

Soebrantas 

(Sisi Utara) 

1) Waroeng Steak & Shake 

2) Toserba Vifo Sekitarnya 

3) Koro-Koro & Discteria 

4) Kopi Tiam s/d Toserba Hero 

5) Family Box 

6) RM Indra Pendeka 

7) Cak Rohim s/d Swalayan 999 

8) RM Pak Nurdin 

9) Toserba Today s/d Gold Man Cell 

10) BPJS Ketenagakerjaan 
Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2022 

Seperti yang telah dijelaskan dalam tabel di atas, bahwa pada masing-masing 

kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru memiliki jumlah titik lokasi parkir yang 

berbeda-beda. Perbedaan jumlah titik lokasi ini berdasarkan potensi parkir yang 

ada di wilayah tersebut. Adapun Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai 

pengelola parkir di wilayah Kota Pekanbaru melalui UPT Perparkiran yang 

bekerja sama dengan pihak ketiga berhak menunjuk juru parkir yang akan 

memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa layanan parkir. Adapun pada 
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tahun 2021, jumlah juru parkir yang terdaftar sebanyak 886 juru parkir yang 

dikoordinir oleh 130 koordinator parkir.  

Kota Pekanbaru merupakan kota yang terletak di Provinsi Riau yang dikenal 

sebagai kota perdagangan dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Dengan 

tingkat mobilitas yang cukup tinggi ini, Pemerintah Kota Pekanbaru 

berkesempatan untuk mendapatkan potensi yang cukup besar melalui retribusi 

parkir. Dengan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota 

Pekanbaru tentunya akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan Pemerintah 

Kota Pekanbaru dari retribusi parkir. Hal ini dikarenakan dengan peningkatan 

jumlah kendaraan bermotor tersebut tentunya semakin banyak pula pengguna 

kendaraan yang akan memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum maupun di 

tempat khusus parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.  

Akan tetapi, jika dilihat melalui data statistik mengenai penerimaan retribusi 

parkir di Kota Pekanbaru, tidak sebanding dengan penyebaran jumlah kendaraan 

bermotor yang ada di Kota Pekanbaru. Yang mana ternyata hasil pemungutan 

retribusi parkir di Kota Pekanbaru belum mencapai target yang telah ditentukan 

oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini dapat dilihat melalui tabel penerimaan 

retribusi parkir di Kota Pekanbaru berikut ini.  
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Gambar 1.2 

Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru 

 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2022 

Berdasarkan gambar 1.2 di atas, penerimaan retribusi parkir di tepi jalan 

umum Kota Pekanbaru terlihat mengalami pasang surut. Adapun untuk tiga tahun 

terakhir yaitu dimulai dari tahun 2018, realisasi dari retribusi parkir di tepi jalan 

umum sebesar Rp9.229.878.000,00 yang mana jumlah tersebut belum mencapai 

target yang ditetapkan yaitu  sebesar Rp15.273.100.000,00. Kemudian, pada tahun 

2019 Pemerintah Kota Pekanbaru menurunkan target penerimaan retribusi parkir 

di tepi jalan umum menjadi Rp11.905.673.842, akan tetapi  realisasi retribusi 

parkir di tepi jalan umum tetap belum mencapai target bahkan mengalami 

penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp8.477.971.000,00. Dan data 

terakhir yaitu tahun 2020 Pemerintah Kota Pekanbaru kembali menurunkan target 

penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu sebesar 

Rp11.210.672.516,00. Adapun realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun 
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2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya 

yaitu hanya sebesar Rp3.204.057.000,00. Penurunan realisasi penerimaan retribusi 

parkir ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang sedang menimpa seluruh dunia, 

tidak terkecuali Kota Pekanbaru. Yang mana selama pandemi Covid-19 

berlangsung, pergerakan masyarakat dibatasi sehingga mobilisasi kendaraan 

menjadi minim, hal inilah yang menjadi penyebab menurunnya pendapatan 

Pemerintah Kota Pekanbaru yang berasal dari retribusi parkir.  

Selain permasalahan mengenai menurunnya penerimaan retribusi parkir ini 

sebagai dampak pandemi Covid-19, terdapat fenomena-fenomena lain yang 

penulis temukan di lapangan terkait dengan pengelolaan retribusi parkir di Kota 

Pekanbaru, padahal jika retribusi parkir dapat dikelola dengan baik maka tentunya 

akan sangat membantu Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun permasalahan-permasalahan lain 

mengenai pengelolaan retribusi parkir di Kota Pekanbaru diantaranya sebagai 

berikut.  

1. Tarif Parkir 

Peraturan mengenai tarif parkir di tepi jalan umum telah ditetapkan di dalam 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi 

Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat. Berikut ini rincian tarif parkir di tepi 

jalan umum Kota Pekanbaru.  
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Tabel 1.2 

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

No. Jenis Kendaraan Tarif Parkir 

1. Sepeda Motor Rp 1.000,00 

2. Mobil Penumpang Rp 2.000,00 

3. Mobil Bus Kecil Rp 2.000,00 

4. Mobil Bus Sedang Rp 2.000,00 

5. Mobil Bus Besar Rp 4.000,00 

6. Mobil Barang Pick Up Rp 2.000,00 

7. Mobil Barang Sedang (Sumbu Dua) Rp 3.000,00 

8. Mobil Barang Besar (Sumbu Dua) Rp 3.000,00 

9. Mobil Barang Besar (Sumbu tiga atau lebih) Rp 3.000,00 

10. Kereta Tempelan Rp 3.000,00 

11. Kereta Gandengan Rp 3.000,00 

Sumber: Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang  

               Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat 

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, sudah jelas ditetapkan tarif parkir sesuai 

dengan jenis-jenis kendaraan. Namun, berdasarkan pengalaman pribadi penulis di 

lapangan penarikan tarif parkir ini tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan 

seperti pada peraturan di atas. Di beberapa titik lokasi, terdapat juru-juru parkir 

yang melakukan kecurangan dengan menaikkan tarif parkir. Misalnya sepeda 

motor, yang mana sesuai dengan Peraturan Daerah ditentukan sebesar 

Rp1.000,00, namun praktek di lapangan juru parkir justru menarifkan sebesar 

Rp2.000,00. Begitu pula dengan mobil penumpang, yang mana sesuai dengan 
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Peraturan Daerah ditentukan sebesar Rp2.000,00, namun praktek di lapangan juru 

parkir menarifkan sebesar Rp3.000,00, bahkan sampai Rp5.000,00. Fenomena 

tersebut hampir terjadi di semua lahan parkir, yang mana sering sekali para juru 

parkir di tepi jalan umum menarik tarif parkir melebihi tarif yang telah ditetapkan 

pada Peraturan Daerah.  

2. Pelayanan Tidak Maksimal  

Fenomena mengenai pelayanan yang kurang maksimal ini sering dijumpai di 

lapangan. Dimana seharusnya para juru parkir memberikan pelayanan yang 

maksimal sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru, 

yang menyatakan bahwa orang atau badan berkewajiban dan bertanggung jawab 

memberikan pelayanan sebagai berikut. 

a. Mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk serta penataan parkir. 

b. Memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran. 

c. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan. 

Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan adalah para juru parkir tidak 

memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang memarkirkan 

kendaraannya di tempat parkir tersebut. Seperti contohnya tidak mengatur lalu 

lintas kendaraan keluar masuk dan tidak memberikan karcis kepada masyarakat 

pengguna jasa parkir tersebut. Hal ini menandakan bahwa sebagian juru parkir 

hanya meminta bayaran terhadap jasa parkir tanpa memberikan pelayanan yang 

maksimal kepada para pengguna jasa parkir. 
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Berdasarkan beberapa fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

penulis tertarik untuk mengangkat fenomena ini menjadi penelitian dengan judul 

“Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Kota Pekanbaru (Studi Pada Jalan Jenderal Sudirman dan HR 

Soebrantas)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru? 

2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

dalam  mengelola retribusi parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

Kota Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan penelitian yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah  Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru dalam mengelola retribusi parkir guna meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah Kota Pekanbaru. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini terbagi atas dua manfaat, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan 

berfikir intelektual dalam penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-

teori yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial.  

b. Bagi Pustaka 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu melengkapi ragam penelitian yang 

telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dan 

referensi dari suatu karya ilmiah. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

masukan positif dan manfaat bagi pemerintah atau pihak-pihak yang 

berkepentingan, khususnya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam 

melaksanakan tugasnya yaitu mengelola retribusi parkir. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Agar lebih tearah penulisan proposal ini serta fokus kajian penelitian tidak 

keluar dari bahasan, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai 

berikut.  

BAB I PENDAHULUAN 
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Bab ini berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan definisi konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, 

jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti dan kajian terdahulu. Kerangka 

pemikiran/konsep operasional/definisi konsep/indikator penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis.  

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisikan sejarah, aktivitas, dan struktur objek penelitian. 

BAB V HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diperlukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Pengelolaan 
 

2.1.1 Definisi Pengelolaan 

Pengelolaan berasal dari kata management, yang berarti mengatur, 

mengelola, menangani, serta membuat sesuatu sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Adapun menurut Terry (dalam Hamid, dkk., 2021:2), pengelolaan 

merupakan proses atau cara yang tersistematis untuk melakukan sesuatu, yang 

mana proses tersebut terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, 

dan pengawasan. Adapun pendapat lain datang dari Stoner & Freeman (dalam 

Hamid, dkk., 2021:2–3), yang mana mereka berargumen bahwa pengelolaan 

adalah suatu proses yang dimulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan berbagai usaha yang dilakukan oleh anggota 

organisasi tersebut dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  

Adapun menurut Follet (dalam Hamid, dkk., 2021:3), pengelolaan adalah 

suatu seni di dalam pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan orang lain. Yang 

mana menurutnya, bahwa seorang pemimpin sejati harus mampu menciptakan 

kekuatan kelompok daripada mengekspresikan kekuatan pribadi dalam melakukan 

kegiatan pengelolaan. Sedangkan menurut Koontz (dalam Hamid, dkk., 
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2021:3), pengelolaan adalah suatu seni yang produktif yang berdasarkan pada 

pemahaman ilmu. Pendapat lainnya yaitu menurut Lee (dalam Hamid, dkk., 

2021:3), pengelolaan adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, 

penyusunan, pengarahan serta pengendalian (pengawasan) dari sumber daya 

perusahaan guna mencapai goal atau tujuan yang telah diputuskan.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan merupakan suatu upaya dalam melakukan proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan 

secara sistematis, efektif, dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang 

ada di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

2.1.2 Fungsi Pengelolaan 

Fungsi pengelolaan menurut G.R. Terry (dalam Hardjoeno 2021:61–62) 

yang paling efektif dalam sebuah manajemen itu adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Adapun penjelasan dari fungsi-

fungsi tersebut sebagai berikut.  

1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah pemilihan fakta dengan menggunakan asumsi-asumsi 

tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang 

diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Terry, 

1993:163). Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan 

selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana dan oleh siapa. 

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-
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asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan 

yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.  

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, 

alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga 

tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam 

rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi sebagai suatu bentuk 

dan hubungan yang mempunyai sifat dinamis dalam arti dapat menyesuaikan diri 

dengan perubahan.  

Adapun dasar-dasar yang fundamental dari pengorganisasian adalah sebagai 

berikut (Martoyo, 1998:89): 

a. Adanya pekerjaan yang harus dilaksanakan; 

b. Adanya orang-orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut; 

c. Adanya tempat dimana pelaksanaan kerja itu berlangsung; 

d. Adanya hubungan antara mereka yang bekerja dan antara bagi yang satu 

dengan bagian yang lain.  

3. Penggerakan (Actuating) 

Actuating merupakan salah satu fungsi manajemen untuk merealisasikan hasil 

perencanaan dan pengorganisasian. Actuating adalah upaya untuk menggerakkan 

atau mengarahkan tenaga kerja serta mendayagunakan fasilitas yang ada untuk 

melaksanakan kerja yang ada. Penggerakan juga dapat didefinisikan sebagai 

segala tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi dengan 

berlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasian. Actuating mencakup 
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kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan 

kegiatan yang telah ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan 

pengorganisasian agar tujuan dapat tercapai (Martoyo, 1998:116).  

4. Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan merupakan proses pemeriksaan apakah semua yang terjadi 

sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya dan intruksi yang 

dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan (Syafri, 1996:282). 

Controlling dilakukan untuk mendeterminasikan apa yang telah dilaksanakan, 

mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan 

korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana yang telah 

disusun.  

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber 

penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang 

sah. Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 18 menyatakan 

bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

Adapun menurut Simanjuntak (dalam Wati dan Fajar, 2017:65), Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) adalah representasi dari pendapatan yang dihasilkan oleh 

daerah. Yang mana dalam hal ini pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan 

pendapatan asli daerahnya agar dapat membiayai pengeluaran daerah dan tidak 
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menghambat kegiatan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Sedangkan menurut 

Siahaan (2005:14), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang 

diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah dari sumber-sumber daya yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: 

1. Pajak daerah; 

2. Retribusi daerah; 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah meliputi: 

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 

b. Jasa giro; 

c. Pendapatan bunga; 

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 

e. Komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau 

pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; 

f. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; 
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g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 

h. Pendapatan denda pajak; 

i. Pendapatan denda retribusi; 

j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; 

k. Pendapatan dari pengembalian; 

l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum; 

m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan 

n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan oleh daerah. 

2.3 Retribusi Daerah 
 
Retribusi merupakan pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, yang mana 

didalamnya terdapat hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan 

adanya pembayaran retribusi (Anggara, 2016:198). Adapun retribusi daerah yang 

selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan publik (Sugianto, 2008:2). Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa 

tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Berikut 

penjelasan mengenai masing-masing jenis retribusi (Sugianto, 2008:52–55). 

1. Retribusi Jasa Umum 

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan 

oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta 

dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum 

antara lain sebagai berikut. 
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a. Pelayanan kesehatan, 

b. Pelayanan kebersihan, 

c. Penggantian biaya cetak kartu penduduk, akta catatan sipil, seperti akta 

kelahiran, perkawinan, perceraian, pengesahan dan pengakuan anak, ganti 

nama negara asing, dan kematian, 

d. Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, 

e. Pelayanan parkir, 

f. Pelayanan pasar,  

g. Pengujian kendaraan bermotor, 

h. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran, 

i. Penggantian biaya cetak peta, 

j. Pengujian kapal perikanan. 

2. Retribusi Jasa Usaha 

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah 

daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat 

disediakan oleh swasta. Adapun jenis-jenis retribusi jasa usaha diantaranya 

sebagai berikut. 

a. Pemakaian kekayaan daerah, seperti tanah dan bangunan, ruangan, kendaraan 

alat-alat berat, dan alat-alat besar milik daerah, 

b. Pasar grosir atau pertokoan, 

c. Tempat pelelangan, 

d. Terminal, 

e. Tempat khusus parkir, yang disediakan oleh pemerintah daerah, 
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f. Tempat penginapan/pesanggarahan/villa milik daerah, 

g. Penyedotan kakus, 

h. Rumah potong hewan 

i. Pelayanan pelabuhan kapal, 

j. Tempat rekreasi dan olahraga, 

k. Pengolahan limbah cair, 

l. Penjualan produksi usaha daerah, seperti bibit, ternak, dan ikan. 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

Dalam pelaksanaan fungsinya, pemerintah daerah masih mengalami 

kekurangan biaya yang dapat dicukupi dari sumber penerimaan daerah sehingga 

terhadap perizinan tertentu masih perlu dipungut retribusi. Adapun jenis-jenis 

retribusi perizinan tertentu diantaranya sebagai berikut. 

a. Mendirikan bangunan, 

b. Izin tempat penjualan minuman beralkohol, 

c. Izin gangguan, dan 

d. Izin trayek. 

2.4 Retribusi Parkir 
 

2.4.1 Definisi Retribusi Parkir 

Menurut W.J.S Poerwdarminta (dalam Nawir, 2020:57), parkir adalah 

tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat, dimana lalu lintas yang bergerak 

suatu saat akan berhenti karena berbagai kegiatan yang akan dilakukan. 

Sedangkan menurut Dit. BSLLK dan Dit. Jendral Perhubungan Darat (dalam 

Nawir, 2020:57), parkir didefinisikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu 
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kendaraan yang tidak bersifat sementara. Maka dapat disimpulkan bahwa parkir 

adalah keadaan dimana kendaraan berhenti pada tempat tertentu yang telah 

disediakan. 

Retribusi parkir di tepi jalan umum ini digolongkan sebagai retribusi jasa 

umum.  Adapun retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan 

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan (Sugianto, 2008:52). Menurut 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, bahwa retribusi parkir ditetapkan atas pelayanan parkir di tepi jalan 

umum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Adapun berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi 

Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat, dijelaskan bahwa retribusi parkir adalah 

pembayaran atas pemanfaatan jasa pengaturan dan penggunaan tempat parkir.  

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa  retribusi 

parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan jasa 

pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

2.4.2 Jenis-Jenis Parkir 

Fasilitas parkir diklasifikasikan menurut penempatannya sebagai berikut 

(Nawir, 2020:66–67).  

1. Parkir di Tepi Jalan (On Street Parking) 

Parkir di tepi jalan adalah parkir yang berada di sepanjang badan jalan. Parkir 

di tempat seperti ini selalu menimbulkan kasus kemacetan dan keresahan 
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pengemudi yang selanjutnya memperpanjang waktu tempuh dan memperbesar 

potensi kecelakaan lalu lintas.  

2. Parkir di Luar Jalan (Off Street Parking) 

Parkir di luar jalan ini terletak pada pelataran parkir tertentu di luar badan 

jalan, baik itu di bangunan khusus parkir atau pun di halaman terbuka. Beberapa 

jenis parkir di luar jalan diantaranya sebagai berikut. 

a. Pelataran parkir, yaitu fasilitas parkir di luar jalan yang terletak pada suatu 

bidang tanah di luar badan jalan. 

b. Gedung parkir atau basement, yaitu fasilitas parkir yang terletak pada suatu 

bagian bangunan.  

2.4.3 Objek dan Subjek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat, objek retribusi parkir 

meliputi pelayanan penyediaan fasilitas parkir pada lokasi parkir yang telah 

ditentukan dan disediakan oleh pemerintah daerah. Adapun pelayanan yang 

dimaksud yaitu meliputi pengaturan, penataan atau penempatan, dan penertiban. 

Pelayanan tersebut dilaksanakan oleh juru parkir yang ditunjuk atau dipekerjakan  

oleh pemungut retribusi.  Sedangkan subjek retribusi parkir meliputi orang pribadi 

yang memanfaatkan fasilitas objek retribusi parkir. 

2.4.4 Prinsip Penetapan Kawasan dan Struktur Besaran Tarif  

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat, dijelaskan bahwa: 
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1. Prinsip dalam penetapan kawasan didasarkan pada aktivitas ekonomi 

masyarakat dan/atau tingkat pelayanan jalan; 

2. Prinsip dalam penetapan struktur besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan 

memperlancar lalu lintas jalan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan 

pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.  

2.4.5 Besaran Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum 

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan 

memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan 

retribusi daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat, ditetapkan 

besaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk setiap kali parkir yang 

dipungut kepada setiap wajib retribusi adalah sebagai berikut. 

1. Sepeda Motor     Rp 1.000,00 

2. Mobil Penumpang     Rp 2.000,00 

3. Mobil Bus Kecil     Rp 2.000,00 

4. Mobil Bus Sedang     Rp 3.000,00 

5. Mobil Bus Besar     Rp 4.000,00 

6. Mobil Barang Pick Up    Rp 2.000,00 

7. Mobil Barang Sedang (Sumbu Dua)  Rp 3.000,00 

8. Mobil Barang Besar (Sumbu Dua)  Rp 3.000,00 

9. Mobil Barang Besar (Sumbu Tiga atau Lebih) Rp 3.000,00 

10. Kereta Tempelan     Rp 3.000,00 

11. Kereta Gandengan     Rp 3.000,00 
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2.4.6 Mekanisme Pengelolaan Retribusi Parkir 

Retribusi parkir diselenggarakan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh 

kepala daerah sebagai tempat parkir kendaraan. Adapun yang termasuk 

penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum adalah apabila tidak ada pembatas 

pagar dengan jalan, tidak ada pintu masuk khusus untuk melakukan pemungutan 

tarif parkir, dan tidak menggunakan perlengkapan alat parkir elektronik. Dalam 

hal ini penyelenggara parkir dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai 

dengan ketentuan. Adapun mekanisme pengelolaan retribusi parkir dan 

pengawasan penyelenggaraan retribusi parkir adalah sebagai berikut. 

Gambar 2.1 

Mekanisme Pengelolaan Retribusi Parkir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2022 
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Gambar 2.2 

Pengawasan Penyelenggaraan Retribusi Parkir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2022 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No. 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

(Tahun) 

Hasil Penelitian 
Perbedaan 

Penelitian 

1. Dicky Yusuf 

dan Rajindra 

Strategi 

Pengelolaan dan 

Pemungutan 

Retribusi Parkir 

di Kota Palu 

(Jurnal, 2019) 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa kondisi 

penataan parkir di 

Kota Palu belum 

tertata rapi, serta 

belum optimalnya 

cara pengelolaan 

parkir, seperti 

banyaknya badan 

jalan yang 

berkurang untuk 

Penelitian ini lebih 

cenderung 

mengulas tentang 

strategi yang 

dilakukan oleh 

UPTD Perparkiran 

Kota Palu dalam 

melakasanakan 

sistem pengelolaan 

dan pemungutan 

retribusi parkir. 

IZIN USAHA 

PERPARKIRAN 

PERPANJANGAN/

TIDAK 

USAHA 

PERPARKIRAN 

Fasilitas SRP 

Rambu, Marka 

dan Sirkulasi LL 

Sistem Informasi 

Penerapan Tarif 

Dampak Lalu 

Lintas 

DISHUB 
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parkir, minimnya 

kebutuhan ruang 

parkir, dan belum 

maksimalnya 

manajemen 

perparkiran yang 

dimiliki oleh UPT 

Perparkiran. 

2. Usivianti 

Latifah 

Humairah, 

Endah Dwi 

Kusumastuti, 

dan Iyeh 

Supriatna 

Analisis 

Pengelolaan 

Retribusi Parkir 

Sebagai Strategi 

Peningkatan 

Pendapatan Asli 

Daerah (Studi 

Kasus Pada 

Pemerintah 

Daerah Kota 

Bandung) 

(Jurnal, 2021) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa pengelolaan 

retribusi parkir di 

Kota Bandung 

sebagian didapati 

masih kurang sesuai 

dengan Standar 

Operasional 

Prosedur (SOP) dan 

peraturan. Dimana 

dari fungsi-fungsi 

pengelolaan yang 

sudah dilakukan di 

Kota Bandung 

masih terjadi 

beberapa kendala 

dan masalah yang 

ditemukan dan 

mengakibatkan 

tidak tercapainya 

penerimaan 

retribusi parkir. 

Penelitian ini lebih 

cenderung 

mengulas tentang 

pengelolaan 

retribusi parkir dari 

segi perencanaan, 

pengorganisasian, 

dan pelaksanaan 

yang mengacu 

terhadap Standar 

Operasional 

Prosedur (SOP) 

terkait dengan 

penyelenggaraan 

perparkiran di Kota 

Bandung. 

3. Hasan Basri 

dan Hajar 

Ashwad 

Pengawasan 

dan Pengelolaan 

Retribusi Parkir 

Oleh Dinas 

Perhubungan 

Kabupaten 

Bener Meriah 

Provinsi Aceh 

(Jurnal, 2021) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa pengawasan 

dan pengelolaan 

retribusi parkir oleh 

Dinas Perhubungan 

Kabupaten Bener 

Meriah pada objek 

retribusi parkir di 

tepi jalan umum 

masih belum 

optimal, 

dikarenakan masih 

terdapat masalah 

dalam sistem 

Penelitian ini lebih 

cenderung 

mengulas terkait 

dengan sistem 

pengawasan yang 

dilakukan oleh 

Dinas Perhubungan 

Kabupaten Bener 

Meriah dalam 

mengawasi 

pengelolaan 

retribusi parkir di 

tepi jalan umum 

yang dikelola oleh 

pihak ketiga. 
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pengelolaan 

diantaranya yaitu 

adanya kebocoran 

hasil retribusi 

sehingga target 

pendapatan setiap 

tahun tidak tercapai 

dan pengawasan 

masih belum 

berjalan maksimal. 

4. Purwanto Analisis 

Pengelolaan 

Retribusi Parkir 

di Kabupaten 

Kapuas (Jurnal, 

2018) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa pengelolaan 

dan pengawasan 

perparkiran masih 

tergolong lemah, 

hal ini disebabkan 

oleh minimnya 

jumlah personil 

untuk melakukan 

pengawasan di 

lapangan dan belum 

ada perhitungan 

potensi yang diukur 

dengan cermat 

untuk wilayah-

wilayah tertentu. 

Penelitian ini lebih 

cenderung 

mengulas terkait 

mekanisme 

pengelolaan dan 

pengawasan 

retribusi parkir yang 

diselenggarakan di 

tepi jalan umum. 

5. Tri 

Wulandari 

Strategi 

Komunikasi 

Dinas 

Perhubungan 

Kota Pekanbaru 

dalam 

Meningkatkan 

Penerimaan 

Retribusi Parkir 

di Kota 

Pekanbaru 

(Jurnal, 2019) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa masih 

kurangnya sistem 

pengawasan yang 

dilakukan oleh 

Dinas Perhubungan 

dalam menertibkan 

parkir liar yang ada 

di tepi jalan umum 

Kota Pekanbaru. 

Selain itu, 

minimnya 

sosialisasi yang 

dilakukan untuk 

mengurangi tingkat 

pelanggaran yang 

dilakukan oleh 

petugas parkir.  

Penelitian ini lebih 

cenderung 

mengulas terkait 

strategi komunikasi 

yang dilakukan oleh 

Dinas Perhubungan 

dalam menertibkan 

penyelenggaraan 

perparkiran di tepi 

jalan umum Kota 

Pekanbaru.   
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2.6 Pandangan Islam Terhadap Retribusi Parkir 

  

Dalam kajian hukum Islam, pelayanan jasa parkir termasuk dalam kategori 

ijarah. Akad ijarah merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat 

dengan disertai imbalan tertentu. Bentuk ijarah yang apabila objeknya berupa 

benda disebut sewa-menyewa, sedangkan jika objeknya berupa manfaat perbuatan 

maka disebut upah-mengupah. (Hartono dan Kasetyaningsih 2018:230). 

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi: 

بَا طِلِۡ اِلَّاۡ اَنۡ  نَكُمۡ  بِِل  وَا لَ كُمۡ  بَ ي   ا اَم  نَۡ اٰمَنُ وۡ  لَّا تَۡ  كُلُو ا  ياٰ ايَ ُّهَا الَذِي 
ؕ   اِنَۡ اللَّٰۡ ا انَ  فُسَكُمۡ   تُ لُو ا ۡۚ  وَلَّۡ تَ ق  كُمۡ   ن  نَۡ تِِاَرةَۡ  عَنۡ  تَ رَا ضۡ  مِّ  تَكُو 

م ا - ۹۲ 
 كَانَۡ بِكُمۡ  رَحِي 

Artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 

kepadamu.” (QS. An-Nisa:29) 

Dengan adanya Peraturan Daerah yang membahas tentang aturan retribusi 

parkir, maka para juru parkir yang melayani para pengguna kendaraan harus 

mengindahkan peraturan tersebut. Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu 

perjanjian tertulis yang menjadi dasar pelaksanaan retribusi parkir. Dalam Islam, 

pihak yang telah melakukan perjanjian harus melaksanakan isi dari perjanjian 

tersebut. Hal ini telah disebutkan dalam firman Allah Swt. yang terdapat dalam 

surah Al-Maidah Ayat 1 yang  berbunyi:  
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دِۡ . . .  - ۱ عُقُو  ا بِِل  فُ و  ا اَو  نَۡ اٰمَنُ و ا  ياٰ ايَ ُّهَا الَذِي 
Artinya: 

 “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...” (QS. Al-

Maidah:1) 

Disebutkan juga dalam firman Allah Swt. yang berbunyi: 

مُتَقِيۡ  - ۷٦ دِۡ هٖ  وَاتَ قٰى فَۡاِنَۡ اللَّٰۡ يُُِبُّۡ ال  فٰۡ بِعَه   بَلٰۡ مَنۡ  اَو 
Artinya: 

 “Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, 

Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.” (QS. Ali Imran:76) 

Adapun pihak penyedia jasa parkir memiliki beberapa kewajiban diantaranya 

harus menjaga, merawat, dan memelihara kendaraan yang diparkir serta harus 

menyerahkan kendaraan tersebut sesuai dengan aslinya, yakni sesuai dengan 

kondisi awal pada saat kendaraan tersebut memasuki area parkir. Dalam 

pemungutan retribusi parkir, hendaknya petugas berlaku jujur terhadap tarif parkir 

yang dipungut sesuai dengan ketetapan yang tertuang dalam peraturan daerah. 

Sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi: 

ا اَمٰنٰتِكُمۡ  وَانَ  تُمۡ  نُ و ا لَۡ وَتََوُ  نوُا اللَّٰۡ وَالرَۡ سُو  ااٰمَۡ لَّۡ تََوُ  نُ و  نَۡ   ياٰ ايَ ُّهَا الَذِي 
نَۡ - ۹۷ لَمُو   تَ ع 

Artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” QS. Al-Anfal:27) 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap amanat-amanat yang dipercayakan 

kepada kita, harus dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Begitu pula dalam hal 

pemungutan retribusi parkir, yang mana para pengelola jasa parkir berkewajiban 

untuk menjaga kendaraan yang diparkir. Adapun dari berbagai ayat Al-Qur’an di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad ijarah hukumnya diperbolehkan karena 

memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.   

2.7 Definisi Konsep 

 

Menurut Adi (2004:27), konsep merupakan abstraksi dari gejala atau 

fenomena yang akan diteliti. Dengan kata lain, konsep merupakan generalisasi 

dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat digunakan untuk 

menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Untuk memberikan batasan yang 

jelas dari masing-masing konsep guna menghindari salah pengertian, maka 

definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.  

1. Pengelolaan 

Pengelolaan adalah suatu upaya dalam melakukan proses perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan secara sistematis, 

efektif, dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam suatu 

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh 

daerah yang berasal dari sumber-sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu 

sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  
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3. Retribusi Parkir 

Retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2.8 Konsep Operasional 

 

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan operasional 

yang diperlukan untuk mengukur variabel yang dapat diukur dan gejala-gejala 

yang memberikan arti pada variabel tersebut. Adapun konsep operasional dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

Tabel 2.2  

Konsep Operasional 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 

2009 Tentang 

Retribusi Pelayanan 

di Bidang 

Perhubungan Darat 

1. Prinsip Penetapan 

Struktur dan 

Besarnya Tarif 

Retribusi 

a. Kemampuan masyarakat 

dan keadilan. 

b. Besarnya tarif yang 

dipungut disesuaikan 

dengan ketetapan peraturan 

daerah. 

 2. Tata Cara 

Pemungutan dan 

Wilayah 

Pemungutan 

a. Retribusi dipungut dengan 

menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang 

dipersamakan. 

  b. Petugas parkir 

menggunakan baju seragam 

dan atribut beserta kartu 

identitas dalam memberi 

pelayanan. 

 

 

 

3. Pengawasan dan 

Sanksi 

a. Dinas Perhubugan, 

Komunikasi, dan 

Informatika melakukan 

pengawasan pengelolaan 

parkir di lapangan. 
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b. Memberikan surat terguran 

pencabutan izin operasi 

kepada  wajib retribusi yang 

telah jatuh tempo. 

Sumber:Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi  

           Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat Kota Pekanbaru 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka pemikiran bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas 

mengenai variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Gambar 2.3  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang  

              Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat 

Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah Kota Pekanbaru (Studi Pada Jalan Jenderal 

Sudirman dan HR Soebrantas) 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 

Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat 

Tata Cara Pemungutan dan 

Wilayah Pemungutan 

Prinsip Penetapan 

dan Tarif Retribusi 

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru 

Pengawasan dan 

Sanksi Administrasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru, lebih tepatnya yaitu di Jalan 

Sudirman dan Jalan HR. Soebrantas serta instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan 

Kota Pekanbaru yang mana jalan ini penulis pilih sebagai lokasi penelitian karena 

jalan tersebut merupakan tepi jalan umum dengan jalur yang padat oleh kendaraan 

bermotor dan juga merupakan pusat keramaian di Pekanbaru dengan aktivitas 

perparkiran yang tinggi ditandai dengan banyaknya petugas parkir di tepi jalan 

tersebut.  

Adapun alasan lainnya adalah masih banyaknya petugas parkir yang 

melanggar aturan mengenai pemungutan tarif parkir dan masih kurangnya 

pelayanan yang diberikan oleh petugas parkir tersebut kepada para pengguna 

kendaraan yang memarkirkan kendaraannya. Adapun penelitian ini dilaksanakan 

mulai dari Bulan Oktober 2021-Mei 2022 dalam upaya mengumpulkan data-data 

dan fakta-fakta yang dibutuhkan untuk memperkuat penelitian ini. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang 

menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa 
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membuat perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel yang 

lain (Sugiyono, 2014:11).  Adapun sumber data yang peneliti gunakan adalah 

sebagai berikut. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data 

pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2005:132). Data 

dikumpulkan melalui observasi berbasis komunikasi serta hasil wawancara berupa 

pendapat informan tentang pengelolaan retribusi parkir yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Pekanbaru. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder dari data yang kita butuhkan. Data yang diperoleh dari referensi semua 

buku yang menjadi landasan teori dan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun 

mengenai permasalahan penelitian dapat diperoleh melalui jurnal, koran, media 

dan laporan lain yang berkenaan dengan permasalahan penelitian. 

3.3 Informan Penelitian 

 

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 

2005:97). Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik Purposive 

Sampling yaitu dimana peneliti memilih key informant (informan kunci). 

Purposive Sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu, yakni dengan pertimbangan yang menjadi sampel adalah pihak yang 
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mengetahui dan mengerti tentang masalah dalam penelitian (Sugiyono, 2014:96). 

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari: 

Tabel 3.1  

Informan Penelitian 

No. Informan Penelitian 
Jumlah 

(Orang) 

1. 
Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru 
1 

2. 
Staff UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru 
1 

3. Juru Parkir 3 

4. Masyarakat Pengguna Jasa Parkir 3 

 TOTAL 8 

Sumber: Data Olahan 2022 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya, maka dalam 

mengumpulkan data-data yang diperlukan peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut. 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk 

mendapatkan data dan informasi yang akurat dengan adanya pedoman observasi. 

Adapun kawasan yang diobservasi oleh peneliti adalah Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru. 
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2. Wawancara 

Wawancara  yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan 

mengadakan tanya jawab secara langsung dan terbuka dengan pihak-pihak yang 

terkait dan mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis 

yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian, baik 

berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil penjelasan serta 

berupa foto atau pun dokumen elektronik (Moleong, 2005:217). 

3.5 Metode Analisis Data 

 

Analisis data adalah proses untuk mengelompokkan pengurutan data ke dalam 

kententuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan data 

yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis 

data kualitatif deskriptif. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 

2014:246–252), ada beberapa tahapan dalam pengolahan data kualitatif, 

diantaranya yaitu: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data merujuk pada proses 

pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasi data 

mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti memilih informasi 

mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan 

sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak sesuai dengan fakta yang 

ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi 

dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua 

data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta 

menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. 

Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis 

dari permasalahan penelitian. 

 

 

 



 
 

39 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru 
 

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu 

dipimpin oleh Kepala Suku yang disebut Batin. Daerah ini terus berkembang 

menjadi pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung 

Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April 1689, telah 

diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor degan Belanda (VOC) 

dimana dalam perjanjian tersebur Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya 

pembebasana cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. 

Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan 

kawasan yang maju dan cukup penting. 

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan 

menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke 

Petapahan di lanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung 

Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi 

perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman 

untuk dibawa keluar berupa bahan tambang dan hasil hutan lainnya.     
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Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan 

penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi 

Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi 

silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan 

Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute 

Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah 

yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. 

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. 

Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau 

membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan lokasi Istana tersebut 

terletak disekitar Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membangun 

pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang 

dirintis tersebut dilanjutan oleh putranya Raja Muda Ali yang bergelar Sultan 

Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah di bawah pemerintahan Sultan Yahya 

yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. 

Selanjutnya perkembangan Kota Pekanbaru mengalami perubahan: 

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 

Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District. 

2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seoramg 

controleor berkedudukan di Pekanbaru. 

3. Tanggal 8 maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go 

Kung, distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO. 
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4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, 

Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut haminte atau kota B. 

5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten 

Kampar, Kota Pekanbaru diberi status kota kecil. 

6. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil. 

7. UU No. Tahun 1957 status Kota Pekanbaru menjadi Kota Praja. 

8. Kepmendagri No. 52/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi 

Ibukota Provinsi Riau. 

9. UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru. 

10. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya 

berubah menjadi Kota Pekanbaru. 

4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru menetapkan Visi 

Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru sebagai penjabaran Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 adalah 

“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City Madani”. Penjelasan dari 

terminologi Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Smart City, adalah kota yang mampu melayani, melindungi, dan memenuhi 

semua kebutuhan warganya dengan baik secara berkelanjutan dengan 

dukungan teknologi dan infrastruktur serta berorientasi mewujudkan 

kebahagiaan dan kesejahteraan untuk warganya. 

2. Madani, adalah kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, 

memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem 
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politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang 

berkeadlian, berpendidikan maju, berbudaya Melayu, aman, nyaman, damai, 

sejahtera, bertanggung jawab serta berlandaskan iman dan taqwa.  

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan 

kondisi dan permasalahan yang ada, maka ditetapkan lima misi pembangunan 

jangka menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, sebagai berikut: 

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, 

tangguh dan berdaya saing tinggi; 

2. Mewujudkan pembangunan masyarakat Madani dalam lingkup masyarakat 

berbudaya Melayu; 

3. Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik; 

4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasiskan ekonomi kerakyatan dan 

ekonomi padat modal pada tiga sektor unggulan yaitu jasa, perdangangan dan 

industri; 

5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (liveable city) dan ramah 

lingkungan (green city). 

4.1.3 Letak dan Kondisi Geografis 

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101
o
 14’ – 101

o
 34’ Bujur 

Timur dan 0
o
 25’ – 0

o
 45’ Lintang Utara. Ketinggian dari permukaan laut berkisar 

5-50 meter. Sedangkan permukaan wilayah bagian utara merupakan daratan 

landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter, dan dibelah oleh 

aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur, serta memiliki 

beberapa anak sungai seperti Sungai Umban Sari, Sail, Air Hitam, Sibam, 
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Setukulm Kelutut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan. 

Adapun luas wilayah Kota Pekanbaru yaitu  632,26 km
2
 dengan 12 kecamatan 

yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1 

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru 

No. Kecamatan Jumlah Kelurahan Luas Area (km
2
) 

1. Tampan 9 59,81 

2. Payung Sekaki 7 43,24 

3. Bukit Raya 5 22,05 

4. Marpoyan Damai 6 29,74 

5. Tenayan Raya 13 171,27 

6. Limapuluh 4 4,04 

7. Sail 3 3,26 

8. Pekanbaru Kota 6 2,26 

9. Sukajadi 7 3,76 

10. Senapelan 6 6,65 

11. Rumbai 9 128,85 

12. Rumbai Pesisir 8 157,33 

 TOTAL 83 632,26 

 Sumber: www.pekanbaru.go.id, 2022  

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kecamatan terluas di 

daerah Kota Pekanbaru adalah Kecamatan Tenayan Raya dengan luas wilayahnya 

171,27 km
2
. Adapun kecamatan terkecil di Kota Pekanbaru adalah Kecamatan 

Pekanbaru Kota dengan luas wilayahnya 2,26 km
2
. Adapun Kota Pekanbaru 

berbatasan dengan daerah kabupaten/kota: 

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 
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2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 

3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 

4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar 

4.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 
 

4.2.1 Sejarah Singkat 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 1988 

sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan sebagai instansi yang 

melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat di 

sektor Perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memajukan 

perekonomian di Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru yang tertuang dalam 

tujuan pembangunan nasional. Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ (Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan). Kemudian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang menjadi 

dasar otonomi daerah, maka terbitlah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 

Tahun 2001 yang di dalamnya diatur mengenai perubahan nama dari Dinas Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.  

4.2.2 Visi dan Misi 

Adapun yang menjadi visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah 

sebagai berikut: 

“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos 

dan Telekomunikasi yang Lengkap, Menyeluruh, Handal dan Terjangkau”. 

Sedangkan misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) 

perhubungan yang berkualitas dan profesional; 

2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat 

kualitas pelayanan perhubungan; 

3. Mengusahakan ketersediaan atau kecukupan dan kehandalan prasarana, 

sarana, dan sistem jaringan transportasi; 

4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional 

perhubungan. 

4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru bahwa tugas dan fungsi susunan organisasi Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai berikut. 

1. Kepala Dinas  

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu walikota dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan perbantuan 

lainnya. Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas 

perbantuan yang diberikan oleh pemerintah; 

b. Pengoordinasian dan memimpin seluruh kegiatan aparat dan staf dinas; 

c. Penyusunan rencana dan program bidang perhubungan; 

d. Penyusunan kebijakan pelaksanaan program; 
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e. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi 

pelaksanaan tugas sekretariat, bidang angkutan, manajemen dan rekayasa lalu 

lintas serta keselamatan teknik sarana prasarana; 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

2. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, perumusan dan 

pelaksanaan program kerja sekrertariat berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan; 

b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta mengkoordinir 

pelaksanaan program reformasi birokrasi; 

c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, 

penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program; 

d. Pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan 

berhalangan atau tidak berada di tempat; 

e. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, 

upacara serta keprotokolan; 

f. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap 

bidang sebagai pertanggungjawaban; 
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g. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan 

keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan 

gedung kantor; 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

3. UPTD  

a. UPTD Parkir 

Mengelola dan menyelenggarakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

retribusi parkir di tepi jalan umum, dan pelayanan perparkiran. 

b. UPTD Terminal 

Mengelola dan menyelenggarakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

retribusi terminal, kebersihan, dan pelayanan terminal. 

c. UPTD PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) 

Mengelola dan menyelenggarakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

pelayanan pengujian kendaraan bermotor. 

d. UPTD Kepelabuhan 

Mengelola dan Menyelenggarakan Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) 

Pelayanan kepelabuhanan. 

e. UPTD PAP (Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan) 

Mengelola dan menyelenggarakan Bus Besar bantuan Kemenhub RI dan Bus 

air. 

4.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Perparkiran 

1. Kepala UPTD Perparkiran 
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Kepala UPTD perparkiran mempuyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

tugas Dinas Perhubungan di Bidang Perparkiran dan mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan 

menjadualkan kegiatan yang akan dilaksanakan;  

b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang 

dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja 

denga cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas;  

c. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh 

Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, 

pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan lapangan;  

d. Mengkoordinasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai 

kawasan di Kota Pekanbaru;  

e. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir;  

f. Melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan 

melaksanakan penderekan;  

g. Melaksanakan koordinasi pengaturan serta penyelenggaran perparkiran;  

h. Mengkoordinasikan mekanisme pungutan retribusi parkir; 

i. Menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara yang 

kemudian disetorkan ke kas daerah; 

j. Mengupayakan standar pelayanan minimal  pada kegiatan perparkiran; 

k. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil operasional penyelenggaraan 

perparkiran; 
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l. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga 

terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai  dengan 

tugas-tugasnya.  

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD 

Perparkiran dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut: 

a. Memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur dilingkungan 

UPTD; 

b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan; 

c. Mewakili Kepala UPTD apabila bersangkutan berhalangan atau tidak berada 

ditempat; 

d. Melaksanakan pelayanan urusan dalam pada Kantor UPTD; 

e. Menyusun kebutuhan perbakalan dan materi di lingkungan UPTD; 

f. Melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan 

ruangan dan halaman serta pengaman di lingkungan UPTD; 

g. Melaksanakan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta 

pertanggung jawaban keuangan; 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugasnya 
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4.2.5 Struktur Organisasi UPT Perparkiran 

Gambar 4.1 

 Struktur Organisasi UPTD Perparkiran Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2022 

KEPALA UPTD PERPARKIRAN 

Radinal Munandar, S.STP 

NIP. 19890823 201406 1 001 

KASUBBAG TU UPTD PERPARKIRAN 

M. Nasir, SH. 

NIP. 19710531 200501 1006 

REGU I 

1. Syahrul 

(Pengawas) 

2. Alfisyahrin T. 

3. Haidul Fikri 

4. Sutor Risman 

5. M. Rafi Arisandi 

6. Soni Eriko 

7. Fadli Tanjung 

8. Dimas Syahfirdaus 

9. Suhendri Daulay 

10. T. Fadil 

REGU II 

1. Heri Suprianto, SH 

(Pengawas) 

2. Wisnu Rustami, S. 

Ap 

3. Chairul Zaman, SE 

4. Abdul Muzafar 

5. Denny Eriansyah 

6. Daffa Faisal 

7. Edo Darusman 

8. Jody Oktatrian 

9. Saidan Azwar 

10. M. Nusri R., S. Pd 

REGU III 

1. Yon Heri 

(Pengawas) 

2. Jasrianto, SE 

3. Joni Ariyanto, SH 

4. Kukuh B., S.Sos 

5. M. Rivan R. 

6. Rusdi, S.Pd 

7. Soni Eriko 

8. Tri Satria 

9. Tarmizi 

10. Wendi Wijaya 

STAF 

ADMINISTRASI 

1. Dila Gusti Ayu, SH 

2. R. Fera Yulita, 

A.Md 

3. Wulandari, SE 

4. Wan Yuliantari, ST 

5. Cici Novyendri, SE 

6. Nadhia Alima, 

S.Ap 

7. Ardino Hidayat, 

SH 

8. Vista Ramadanti 

9. Melati 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan mengenai 

pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota 

Pekanbaru yang mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 

Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan retribusi parkir yang dilaksanakan oleh 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum berjalan optimal, hal ini ditandai 

dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan belum secara merata 

pada seluruh titik lokasi parkir di Kota Pekanbaru, sehingga masih ditemukan 

beberapa petugas parkir yang melanggar peraturan dengan menaikkan tarif 

retribusi parkir dan tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir.  

Adapun hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

dalam pengelolaan retribusi parkir yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia atau 

personil dari tim patroli yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap 

seluruh titik-titik lokasi parkir di Kota Pekanbaru, kemudian kurangnya sumber 

daya operasional yang diberikan oleh pemerintah daerah seperti anggaran dan 

kendaraan yang digunakan dalam melakukan pengawasan sehingga pengawasan 

belum dapat berjalan maksimal. Selain itu hambatan lainnya adalah kurangnya 

partisipasi masyarakat dalam memahami dan mematuhi Peraturan Daerah 

mengenai perparkiran, kemudian masih maraknya premanisme yang tersebar di 
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beberapa titik lokasi parkir di Kota Pekanbaru, sehingga berpengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru yang berasal dari retribusi parkir di tepi 

jalan umum. 

6.2 Saran 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan 

retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru, maka peneliti memberikan 

beberapa saran yang dapat dipertimbangkan bagi Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru khususnya pada UPT Perparkiran adalah sebagai berikut. 

1. Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru diharapkan dapat menyiapkan alokasi 

dana tambahan yang dapat digunakan untuk dana operasional guna 

meningkatkan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh UPT Perparkiran 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dalam hal ini dana operasional tersebut 

dapat digunakan untuk menambah personil maupun kendaraan (mobil patroli), 

atau penerapan CCTV di seluruh titik lokasi parkir sehingga pengawasan tidak 

harus dilakukan secara langsung, akan tetapi dapat diawasi melalui rekaman 

CCTV ini.  

2. Alangkah baiknya, jika Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru khususnya UPT 

Perparkiran mengadakan pembinaan khusus terhadap petugas parkir, sehingga 

nantinya diharapkan petugas parkir dapat memberikan pelayanan yang 

maksimal kepada para pengguna jasa parkir. Adapun pembinaan ini juga 

diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran yang dilakukan oleh petugas 

parkir dalam menjalankan tugasnya. 
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3. Diharapkan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

memberikan edukasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun berupa 

himbuan, seperti pemasangan plang maupun banner pada setiap titik lokasi 

parkir di Kota Pekanbaru, atau pun himbauan yang disampaikan pada laman 

media sosial, sehingga masyarakat Kota Pekanbaru diharapkan dapat 

mengetahui mengenai hak dan kewajiban sebagai pengguna jasa parkir.
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LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. UPT Perparkiran Dishub Kota Pekanbaru 

1. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Parkir 

a. Apakah tarif yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan kemampuan 

masyarakat pengguna jasa parkir? 

b. Adakah aduan keberatan dari masyarakat mengenai tarif parkir yang telah 

ditetapkan? 

c. Apa saja usaha yang dilakukan oleh pihak dinas untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran terhadap ketetapan tarif retribusi parkir? 

d. Pihak-pihak mana saja yang ikut serta dalam menentukan target retribusi 

parkir di tepi jalan umum? 

e. Melihat dari realisasi target retribusi beberapa tahun terakhir tidak terpenuhi, 

terlebih lagi untuk tahun 2020 realisasi pendapatan retribusi parkir hanya 

sebesar kurang lebih Rp 3M, apa yang menjadi kendala atau penyebab 

terjadinya hal tersebut? 

2. Tata Cara Pemungutan dan Wilayah Pemungutan 

a. Bagaimana penerapan mengenai bukti telah menggunakan jasa parkir, sudah 

diterapkan atau tidak untuk Kota Pekanbaru? 

b. Sudah sejauh mana dan sejak kapan penerapan untuk bukti penggunaan jasa 

parkir tersebut? 

c. Dalam memberikan pelayanan, apakah petugas parkir diwajibkan 

menggunakan atribut lengkap? 



 
 

 
 

d. Atribut petugas parkir disediakan oleh pihak dinas atau dibeli petugas parkir? 

e. Dalam praktiknya, adakah petugas parkir yang melakukan pemungutan di luar 

wilayah yang telah ditentukan? 

f. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh petugas di lapangan? Adakah 

petugas parkir atau masyarakat yang melakukan pengaduan kepada Dinas? 

Bagaimana mekanisme atau tata cara pengaduan tersebut? 

g. Bagaimana mekanisme pengutipan pendapatan retribusi parkir? Apakah 

dilakukan oleh Dinas atau Pihak Swasta/Perusahaan? 

h. Wilayah mana saja yang dikelola oleh Pihak Swasta? 

3. Pengawasan dan Sanksi 

a. Apakah pihak Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap 

pengelolaan parkir di lapangan? 

b. Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan? Misalnya seperti anggota dari 

Dinas Perhubungan turun langsung dalam menertibkan parkir atau 

bagaimana? 

c. Dalam melakukan pengawasan, apakah dilakukan secara rutin atau dilakukan 

pada saat adanya pengaduan saja? 

d. Apakah pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan berjalan 

dengan baik? Atau apakah ada hambatan yang dihadapi oleh Dinas 

Perhubungan selama melakukan pengawasan? 

e. Adakah Dinas Perhubungan memberikan sanksi kepada petugas parkir yang 

melakukan pelanggaran? 

B. Juru Parkir 



 
 

 
 

1. Prinsip Penetapan dan Struktur Besarnya Tarif Retribusi Parkir 

a. Apakah bapak/ibu tahu mengenai tarif parkir yang diatur dalam Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru? 

b. Apakah tarif parkir itu sudah sesuai dengan kemampuan masyarakat pengguna 

jasa parkir? 

c. Adakah pengguna jasa parkir yang memberikan uang lebih atau kurang? 

Jika lebih, apakah bapak/ibu kembalikan? Jika kurang bagaimana cara 

bapak/ibu untuk memintanya? 

2. Tata Cara Pemungutan dan Wilayah Pemungutan 

a. Apakah bapak/ibu menerima tanda bukti parkir (SKRD) dari Dinas 

Perhubungan untuk diberikan kepada masyarakat pengguna jasa parkir? 

b. Apakah bapak/ibu memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa 

parkir? 

c. Untuk atribut parkir bapak/bu dapatkan dari Dinas Perhubungan atau membeli 

sendiri? 

3. Pengawasan dan Sanksi 

a. Adakah Dinas Perhubungan melakukan kunjungan kepada petugas parkir di 

saat bekerja? 

b. Jika ada, apakah pengawasan tersebut rutin dilakukan? 

C. Masyarakat Pengguna Jasa Parkir 

1. Prinsip Penetapan dan Struktur Besarnya Tarif Parkir 

a. Apakah bapak/ibu tahu mengenai tarif parkir di tepi jalan umum? 



 
 

 
 

b. Menurut bapak/ibu ketetapan tarif parkir sudah sesuai dengan kemampuan 

masyarakat? 

c. Apakah bapak/ibu memberikan sesuai dengan tarif parkir? 

d. Adakah petugas parkir yang meminta lebih dari tarif parkir yang telah 

ditentukan? 

2. Tata Cara Pemungutan dan Wilayah Pemungutan 

a. Ketika parkir, apakah bapak/ibu menerima bukti sebagai tanda pengguna jasa 

parkir? 

b. Menurut bapak/ibu apakah perlu petugas parkir menggunakan atribut lengkap 

saat melakukan pelayanan parkir? Alasannya? 

3. Pengawasan dan Sanksi 

a. Pernahkah bapak/ibu melihat petugas Dinas Perhubungan melakukan 

pengawasan terhadap petugas parkir? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DOKUMENTASI WAWANCARA 

1. Wawancara dengan Kepala UPT Perparkiran Dishub Kota Pekanbaru 

 

2. Wawancara dengan Staff UPT Perparkiran Dishub Kota Pekanbaru 

 

 



 
 

 
 

3. Wawancara dengan Juru Parkir yang Bertugas di Jalan Jenderal Sudirman  

 

4. Wawancara dengan Juru Parkir yang Bertugas di Jalan Jenderal Sudirman 

 

5. Wawancara dengan Juru Parkir yang Bertugas di Jalan HR. Soebrantas 

 

 



 
 

 
 

6. Wawancara dengan Masyarakat Pengguna Jasa Parkir 
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